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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  219/PMK.07/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

35/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN 

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN 

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU 

MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN 

PEREKONOMIAN NASIONAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa  ketentuan  mengenai  pengelolaan  Transfer  ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 

termasuk kewajiban penyampaian laporan penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan 

realisasi pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan 

Tambahan telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 dalam  rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman   yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional; 

  b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan penggunaan 

Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan, perlu 

dilakukan perubahan ketentuan mengenai kriteria 

penyesuaian pendapatan dan belanja daerah untuk 

laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah serta batas waktu penyampaian 

laporan realisasi pembayaran Bantuan Operasional 

Kesehatan Tambahan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 

dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional; 

    

Mengingat : 1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali   

diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan                                               

Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik  

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan 
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Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) sebagaimana telah 

diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 

145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1134); 

    

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

35/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE 

DAERAH   DAN   DANA   DESA   TAHUN   ANGGARAN   

2020 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI 

ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN 

NASIONAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 377) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 
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Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1134), diubah sebagai berikut: 

 

  1. Ketentuan  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Pasal  29  diubah, 

sehingga Pasal 29  berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Daerah wajib  menyampaikan  laporan 

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan meliputi: 

a. laporan penyesuaian APBD; dan 

b. laporan pencegahan dan/atau penanganan 

COVID-19. 

(2) Laporan penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a adalah penyesuaian 

pendapatan dan belanja daerah, meliputi: 

a. penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa;  

b. penyesuaian Pendapatan Asli Daerah; 

c. rasionalisasi belanja pegawai; dan  

d. rasionalisasi belanja modal dan belanja 

barang/jasa secara kumulatif paling kurang 

sebesar 35% (tiga puluh lima persen).  

(3) Besaran rasionalisasi belanja modal dan belanja 

barang/jasa secara kumulatif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku pada 

Pemerintah Daerah yang mengalami: 

a. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim 

paling kurang 25% (dua puluh lima persen) 

sebagai dampak dari menurunnya aktivitas 

masyarakat dan perekonomian; dan/atau 

b. pandemi COVID-19 yang memerlukan anggaran 

yang memadai untuk melakukan penanganan 

COVID-19. 
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